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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Melihat perkembangan ekonomi saat ini, jaman mempengaruhi 

tuntuntan gaya hidup masyarakat yang meningkat, pola pikir masyarakat juga 

semakin modern dan pada intinya masyarakat dituntut untuk memiliki 

kebutuhan yang kian hari semakin tinggi. Akhir-akhir ini kondisi ekonomi 

tidak stabil dan para pelaku ekonomi harus mengikuti keadaan tersebut agar 

dapat melanjutkan usahanya, hal ini dapat dilihat dari peningkatan harga 

kebutuhan dan kenaikan tarif sehingga berdampak langsung pada masyarakat 

dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
1
  

Dalam menyikapi keadaan yang seperti ini, banyak masyarakat dengan 

keahlian yang ada dalam diri mereka menciptakan lapangan pekerjaan sendiri 

dengan berwirausaha. Hal ini dikarenakan ketesediaan sumber daya manusia 

yang ada melebihi lapangan pekerjaan yang tersedia. Wirausaha apabila 

dikembangkan dengan baik maka akan memberikan konstribusi yang besar 

dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan 

berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Di 

Indonesia, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 
                                                           

1
 Hamami Cahya Prastika, Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan, 

diakses pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 22.28 WIB, https://repository.unair.com.  
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dituangkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 alinea 3 dan 4 yang menyatakan bahwa: 

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan di 

dorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan 

yang bebas maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan 

kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu 

pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial” 

 

 

Upaya untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang 

kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian 

nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal, pemerintah 

menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dijelaskan dalam 

penjelasan Undang-undang Nomor 25 Tentang Penanaman modal Pasal 4 ayat 

2 yaitu: 

1. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan 

penanam modal asing dengan tetap mementingkan kepentingan nasional. 

2. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha 

bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan 

berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan 

kepada usah mikro, kecil, menengah dan koperasi. 
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Berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor  25 Tahun 

2007 Tentang Penanaman Modal tersebut, memberikan amanat kepada 

pemerintah untuk melakukan koordinasi antar instansi pemerintahan, baik 

Pemerintah dengan Bank Indonesia maupun antara Pemerintah Pusat dengan 

Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 

pembantuan. 

Untuk mempercepat proses pembangunan melalui penanaman modal 

tersebut, pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menarik 

investor domestik maupun asing yang akan menanamkan modalnya di 

Indonesia, dengan membuat kebijakan melalui pemberian fasilitas dan 

kemudahan bagi penanam modal. Fasilitas tersebut berupa pemberian insentif 

(dukungan dari pemerintah kepada penanam modal) dan kemudahan- 

kemudahan bagi investor dalam menanamkan modalnya. Bentuk-bentuk 

fasilitas yang diberikan pemerintah berupa kemudahan di bidang perizinan, 

perpajakan dan pungutan lainnya, sebagaimana yang telah diatur oleh 

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. 

Dalam bentuk upaya pelaksanaan koordinasi antara pemerintah 

dengan pemerintah daerah terhadap pemberian fasilitas yang diberikan 

terhadap penanam modal, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Investasi di daerah, sebagai dasar pelaksanaannya di daerah 

untuk membuat suatu regulasi hukum dalam rangka meningkatkan 

penanaman modal di daerah. 
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Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2
 Pemerintah Daerah meliputi 

Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. Peran Pemerintah Daerah adalah segala 

sesuatu yang dilakukan dalam bentuk otonomi daerah sebagai suatu hak, 

wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.
3
 

 Salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah adalah mensejahterakan 

masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan di daerah senantiasa dituntut 

mengambil peran yang besar dalam mensejahterakan masyarakat yang ada di 

wilayahnya. Dalam mensejahterakan masyarakat tersebut tidak terlepas dari 

perekonomian masyarakat, dalam hal ini perekonomian yang berbasis 

wirausaha yang memiliki banyak kelebihan, mampu mendorong orang bekerja 

keras, disiplin tinggi dan meningkatkan daya kreativitas dan inovasi bagi 

masyarakat yang ingin memiliki penghasilan lebih tinggi. Dalam upaya 

membangun ekonomi nasional melalui sektor usaha, maka pemerintah 

                                                           
2
 M. Rendi Aridhayandi, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan 

yang baik (Good Governance), diakses pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 22.57 WIB, 

http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1807. 
3
 Nur Fatin, Pengertian Seputar Pemerintahan, diakses pada tanggal 6 Oktober 2022 

pukul 01.57 WIB, https://Seputarpengertian.blogspot.com.  
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memberi perhatian yang sangat besar dan mendapatkan prioritas untuk 

pembinaaan dan pengembangan dalam rangka memperkuat struktur ekonomi. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam perekonomian Indonesia, memainkan peran yang sangat 

berpotensi dalam meningkatkan pasokan baru serta persaingan, 

mengembangkan teknologi, menciptakan ragam pasar baru, meningkatkan 

kesempatan kerja dan hasil produksi. Perekonomian berbasis Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah lebih baik karena usaha ini banyak menyerap tenaga 

kerja, modal yang relatif kecil. 

Selain dari itu Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga mampu 

meningkatkan daya kreativitas bagi masyarakat yang ingin memiliki 

penghasilan lebih sekaligus juga bisa menjadi ciri khas identitas suatu daerah 

dari hasil produksinya. Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha 

untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan melalui pendidikan dan latihan 

untuk meningkatkan kapabilitas. 

Sesuai dengan Prinsip Peberdaayan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah Pasal 4 sebagai berikut : 

1. Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 

a) penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;  
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b) perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan 

berkeadilan; 

c) pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar 

sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 

d) peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan 

e) penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara 

terpadu. 

Sesuai dengan Tujuan Peberdaayan  Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah Pasal 5 sebagai berikut : 

1. Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:  

a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 

berkembang, dan berkeadilan;  

b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan 

c) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam 

pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan 

pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari 

kemiskinan. 

Hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat 

merealisasikan Perda itu dalam bentuk memberi Insentif dan Kemudahan 

terhadap usaha yang ada di Pesisir Selatan. Tujuan Penanaman Modal 

terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah tertera dalam Pasal 3 Peraturan 
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Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman 

Modal. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk: 

1. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif; 

2. terciptanya lapangan kerja; 

3.  meningkatkan kesejahteraan masyarakat;  

4. mengolah potensi ekonomi potensial menjadi potensi ekonomi real dengan 

menggunakan dana baik berasal dari investor dalam negeri maupuan luar 

negeri; 

5. mendorong perekonomian kerakyatan; 

6. meningkatkan peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan; dan 

7.  mempercepat pembangunan ekonomi berkelanjutan. 

Seperti yang di jelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir 

Selatan Tahun 2018 Nomor 5 Tentang Penanaman Modal ini, Pemerintah 

Daerah Pesisir Selatan dapat memberikan Insentif dan Kemudahan agr dapat 

Usaha Mikro,Kecil dan Menengah dapat memajuan perekonomian Pesisir 

Selatan dan juga menahbah lapangan kerja. 

Dalam pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

2018 Nomor 5 Tentang Penanaman Modal yang menyatakan: 

1. Pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan fasilitas penanaman 

modal meliputi layanan pemberian insentif dan kemudahan sesuai dengan 

kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah. 
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2. Pemberian insentif dan kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip 

kepastian hukum, kesetaraan, transparasi dan akuntabilitas, efektif dan 

efisien. 

Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 5 

Tentang Penanaman Modal yang menyatakan: 

1. Insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal baru dan 

penanam modal yang melakukan perluasan usaha pada bidang usaha yang 

terbuka. 

2. Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan untuk 

memperoleh insentif dan kemudahan meliputi :  

a. Usaha Mikro dan Koperasi;  

b. Usaha yang dipersyaratan dengan kemitraan; 

c. Usaha yang dipersyaratan kepemilikan sahamnya; 

d. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan e. Usaha yang 

dipersyaratkan dengan izin khusus. 

3. Pemberian insentif dapat berbentuk :  

a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah; 

b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah; 

c. Pemberian dana stimulan; dan/atau  

d. Pemberian bantuan modal. 

4. Pemberian kemudahan dapat berbentuk:  

a. Penyedian data dan informasi peluang penanaman modal; 

b. Penyedian sarana dan prasarana; 
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c. Penyedian lahan atau lokasi; 

d. Pemberian bantuan teknis; dan/atau; 

e. Percepatan pemberian perizinan. 

5. Pengaturan lebih lanjut tentang pemberian insentif dan pemberian 

kemudahan dalam penanaman modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Tabel 1 

Data Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan dari 

tahun 2019-2021 

 

 

JENIS USAHA 

JUMLAH UMKM 

TAHUN 

2019 2020 2021 

MIKRO 
5.143 5.335 5.599 

KECIL 
3.292 3.334 3.429 

MENENGAH 
184 184 221 

JUMLAH 
8.619 8.853 9.249 

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Pesisir Selatan 2022 

 

 

Bedasarkan Tabel di atas Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan di atas terus menyatat meningkat 

setiap tahunnya terakhir tercatat pada tahun 2019 sebanyak 8.619 dan terakhir 

tercatat pada tahun 2021 sebanyak 9.249. Dalam kondisi ini, Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan terus meningkatkan upaya 

pemanfaatan penanaman modal terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di 

Kabupaten Pesisir Selatan guna untuk memajukan perekonomian daerah. 

Untuk menghadapi krisis, yang dimunginkan Usaha Mikro Kecil dan 
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Menengah tidak stabilnya ekomoni, hal ini peranan pemerintah Kabupaten 

Pesisir Selatan untuk meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah baik 

secara Pemodalan maupun kemampuan teknis. 

Berdasarkan pandangan penulis, penulis menemukan bahwa Penberian 

Insentif dan kemudahan terhadap UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan harus 

berjalan sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2018, , maka dari itu penulis melakukan 

penelitian tentang “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG 

PENANAM MODAL DALAM PEMBERIAN INSENTIF DAN 

KEMUDAHAN TERHADAP USAHA MIKRO,KECIL DAN 

MENENGAH”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 

Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanam Modal dalam Pemberian 

Insentif dan Kemudahan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah? 

2. Bagaimana Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah 

Pesisir Selatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanam Modal dalam 

Pemberian Insentif dan Kemudahan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah? 
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3. Bagaimana Upaya-upaya yang dilakukan oleh  Pemeirntah Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi kendala-kendala dalam 

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 

Tahun 2018 Tentang Penanam Modal dalam Pemberian Insentif dan 

Kemudahan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah? 

C. Tinjauan Penelitian 

1. Untuk menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir 

Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanam Modal dalam 

Pemberian Insentif dan Kemudahan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah. 

2. Untuk menganalisa Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah 

Daerah Pesisir Selatan dalam Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanam 

Modal dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan terhadap Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah. 

3. Untuk menganalisa Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemeirntah 

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi kendala-kendala 

dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 

Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanam Modal dalam Pemberian 

Insentif dan Kemudahan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, 

pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu 

kenyataan hukum di dalam masyarakat
4
. Pendekatan yuridis sosiologis 

merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum 

dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai 

penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non 

hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum: 

2. Sumber Data  

a. Data Primer 

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya
5
. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumber pertama. Menganai data yang berkaitan dengan objek penelitian 

yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mewawancarai 

responden, dalam hal ini adalah PTSP Kabupaten Pesisir Selatan dan 

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Pesisir Selatan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung 

data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

                                                           
4
Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105 

5
Ibid, hlm. 106 
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buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan dan sebagainya, data 

tersebut antara lain : 

a) Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 

mempunyai otoritas
6
. 

Bahan hukum tersebut berupa: 

1) Undang-Undang Dasar 1945,  

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal 

3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang  Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah, 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian 

Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah,  

5) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan  Nomor 5 Tahun 2018 

Tentang Penanaman Modal.  

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum 

yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti 

buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain 

sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

                                                           
6
Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penulisan Hukum,  Rajagrafindo 

Persada, Jakarta, hlm. 40 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Dokumen 

 Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data 

melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, 

catatan, dokumen resmi, dan sebagainya 7. 

b. Wawancara 

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si 

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan 

wawancara).Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu 

sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan 

dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai 

dengan permasalahannya. di Kantor PTSP Kabupaten Pesisir Selatan 

bersama Ibuk Erma, SE, MM., selaku Penata Kelola Penanaman Modal 

Ahli Muda, Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan di kantor 

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Pesisir Selatan bersama Ibuk Yuli Agustin, S.H, selaku Kasi UMKM. 

4. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi 

                                                           
7
Suharismi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka 

Cipta, Jakarta, hlm. 206 
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dan struktur hukum postif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

penulis untuk menetukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan 

rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek 

kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang 

obyektif 
8
. 

 

 

 

 

 

                                                           
8
Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20 


